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KONDISI PARIWISATA BAlI 
DI TENGAH WABAH COVID-19: 

REAlITAS DAN RESPONS KEBIJAKAN 
Ni Nyoman Reni Suasih89 dan 

Putu Yudy Wijaya90
 

 

 

 

 
1. PENDAHULUAN 

Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) mulai merambah 

Indonesia awal Maret 2020.Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko 

Widodo Ketika mengumumkan pasien positif Covid-19 untuk kasus 

01 dan 02. Setelah pengumuman tersebut, jumlah terkonfirmasi 

positif Covid-19 di Indonesia semakin bertambah. Sehingga peme- 

rintah mulai memberlakukan pembatasan pergerakan manusia ber- 

dasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ke- 

daruratan Kesehatan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Pemerintah sesungguhnya menyadari bahwa dengan memberlakukan 

pembatasan kegiatan masyarakat maka akan berdampak pada kon- 

disi ekonomi, di sisi lain pemerintah juga tidak dapat mengesam- 

 
 

89Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Denpasar 

90Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia, 

Denpasar  
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pingkan risiko kesehatan masyarakat. Seperti kita ketahui, virus 

Corona dapat menyebar dengan mudah dan masif apabila masyara- 

kat tidak melaksanakan protokol kesehatan, dan risiko itu akan se- 

makin tinggi apabila masyarakat beraktivitas di dalam kerumunan. 

Sebagai salah satu upaya membatasi kerumunan, pemerintah sempat 

menutup sementara seluruh destinasi wisata, sehingga serta merta 

sektor pariwisata turut mengalami kelumpuhan akibat pandemi 

Covid-19 (Wallakula, 2020). 

Sebagaimana diketahui, Bali merupakan destinasi wisata yang pa- 

ling populer di Indonesia sejak tahun 1980an (Chong, 2019). Se- 

hingga wajar bila perekonomian Bali (secara makro maupun mikro) 

ditopang dan sangat bergantung pada sektor pariwisata. Pariwisata 

Bali telah beberapa kali mengalami guncangan, pertama kasus pe- 

rang Irak, selanjutnya perang Teluk, bom Bali 1, kasus SARS, bom 

Bali 2, kasus MERS, erupsi Gunung Agung dan saat ini pandemi 

Covid-19 yang ternyata berdampak lebih dahsyat bagi pariwisata 

Bali.91 Tabel 1 menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2020, jum- 

lah kunjungan wisman langsung ke Bali tercatat hanya 22 kunjung- 

an, turun hampir -100,00% (-99,996%) dibanding jumlah wisman 

di bulan Agustus 2019 sebanyak 606.412 kunjungan. Bila diban- 

dingkan dengan catatan bulan Juli 2020, capaian wisman di bulan 

Agustus 2020 juga mengalami penurunan sedalam -53,19%. Sebagi- 

an besar wisman pada bulan Agustus 2020 datang melalui pintu 

udara (bandar udara) yakni sebanyak 12 kunjungan, sementara wis- 

man yang melalui pintu laut (pelabuhan) tercatat 10 kunjungan. 

 

 

 

 

 

 
91Disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam diskusi virtual Reaktivasi 

Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru (22 

Juli 2020) https://www.cnbcindonesia.com/news/20200722164118-4-174679/ 

gubernur-bali-covid-19-lebih-dahsyat-dari-bom-bali-1-dan-2 

http://www.cnbcindonesia.com/news/20200722164118-4-174679/
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Tabel 1. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara langsung 

ke Provinsi Bali menurut pintu masuk pada Agustus 2019, 

Juli 2020, dan Agustus 2020 

  Jumlah Kunjungan Perubahan (%) 

No. Pintu 

Agustus  Juli Agustus Agustus 2020 
Agustus 2020 

2019 2020  2020 thd. Juli 2020 
thd. Agustus

 
2019 

 Masuk 

1. Bandara 602.457 16 12 -25,00 -99,998 

2. Pelabuhan 3.955 31 10 -67,74 -99,747 

Jumlah 606.412 47 22 -53,19 -99,996 

Sumber: Berita Resmi Statistik Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali, No. 60/10/51/Th. XIV, 

1 Oktober 2020) 

 

Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota 

se-Bali fokus pada upaya pencegahan penyebaran serta penanganan 

Covid-19, sehingga pembatasan pergerakan masyarakat masih terus 

dilakukan. Bahkan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 

dibentuk hingga tingkat grass root, yaitu desa (baik Desa dinas mau- 

pun Desa Adat). Terbukti dari data Google Mobility Report (Gambar 

1) bahwa pergerakan masyarakat di Provinsi Bali sejak pandemi Co- 

vid-19 termasuk yang paling rendah, terutama tren mobilitas ke 

tempat retail dan rekreasi serta pusat transportasi umum. 
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Gambar 1. Tren Mobilitas Masyarakat Bali Selama Pandemi 

Covid-19 (hingga 23 Agustus 2020) 

Sumber: Google Mobility Report, 2020 (https://www.gstatic.com/covid19/mobility/20200823_ID_ 

Mobility_Report_id.pdf) 

 

Terhentinya aktivitas pariwisata Bali akibat pandemi Covid-19 

telah menimbulkan efek domino bukan hanya bagi sektor pariwisata 

tetapi juga dihampir seluruh sektor di Bali. Selain itu, tenaga kerja 

sektor pariwisata banyak yang dirumahkan dan terancam mendapat 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana data pada Tabel 2. 

http://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020
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Tabel 2. Rekapitulasi Data Perusahaan, Pekerja Dirumahkan 

dan di-PHK pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali 

per September 2020 
 

No. Kabupaten/ Kota 
Perusahaan 

(Unit) 

Pekerja (Orang) 

Dirumahkan PHK 

1. Badung 532 42.409 1.551 

2. Denpasar 414 12.950 918 

3. Gianyar 174 12.394 397 

4. Tabanan 31 1.460 37 

5. Jembrana 22 430 0 

6. Buleleng 47 2.288 134 

7. Bangli 28 881 9 

8. Klungkung 71 1.769 0 

9. Karangasem 114 2.726 14 

Jumlah 1.433 77.307 3.060 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota seProvinsi Bali 

 

Pemerintah tentu tidak dapat secara total menghentikan mobili- 

tas masyarakat. Ketika masyarakat dianggap mampu beradaptasi de- 

ngan kenormalan baru atau new normal, maka pariwisata Bali juga 

mulai dibuka bagi wisatawan lokal dan domestik. Meskipun pariwi- 

sata Bali belum dibuka bagi wisatawan asing, namun minat wisata- 

wan asing untuk berwisata ke Bali tetap tinggi, bahkan lebih dari 1 

juta orang China menyatakan minatnya untuk mengunjungi Bali.92 

Gambar 2 menyajikan komposisi kedatangan wisatawan menurut 

asal negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92Disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat China 

dan Mongolia, https://www.kabarbisnis.com/read/28100972/lebih-dari-1-juta-turis- 

china-siap-siap-serbu-bali 

http://www.kabarbisnis.com/read/28100972/lebih-dari-1-juta-turis-
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Gambar 2.10 Negara Utama Kedatangan Wisatawan 

Mancanegara Menurut Kebangsaan 

( Januari-Agustus 2019 dan Januari-Agustus 2020) 
 

 
Sumber: Diolah dari Berita Resmi Statistik Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali, No. 60/10/51/ 

Th. XIV, 1 Oktober 2020) 

 

Bali selalu identik dengan pariwisata, dan recovery pariwisata Bali 

pada era new normal akan menjadi pionir bagi kebangkitan pariwi- 

sata di Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pemerin- 

tah untuk menyusun kebijakan dan skenario percepatan recovery 

pariwisata Bali. Selain itu para pelaku usaha pariwisata juga perlu 

berupaya menyesuaikan diri mereka dengan standar protokol kese- 

hatan agar pariwisata yang sesungguhnya bermotif ekonomi dapat 

diimbangi dengan perilaku pentingnya menjaga kesehatan. 

Tujuan kajian ini adalah memotret kondisi perekonomian serta 

pariwisata Bali akibat dampak pandemi Covid-19, serta kebijakan 

pemerintah pusat maupun daerah sebagai respons atas dampak ter- 

sebut. Secara lebih spesifik, kajian ini bertujuan menyajikan reko- 

mendasi skenario kebijakan pemerintah maupun actions para pelaku 

usaha pariwisata demi recovery pariwisata Bali di era new normal. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Pariwisata dan Mitigasi Bencana Akibat Pandemi 

Covid-19 

Pariwisata merupakan suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat 

lain yang bersifat sementara, baik secara individu maupun kelompok, 

sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam 

dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu (Kodhyat, 1983). Menurut 

Yoeti (2008), suatu kegiatan dapat disebut pariwisata bila memenuhi 

4 (empat) kriteria berikut, yaitu: 

1) perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perja- 

lanan dilakukan di luar tempat kediaman di mana orang itu 

biasanya tinggal; 

2) tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang- 

senang, tanpa mencari nafkah di negara, kota atau daya tarik 

wisata (DTW) yang dikunjungi; 

3) uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari ne- 

gara asalnya, di mana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan 

diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata 

yang dilakukan; dan 

4) perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih. 

 
Ditinjau dari keempat kriteria tersebut, jelas bahwa kegiatan pa- 

riwisata serta merta terdampak atas pandemi Covid-19 yang mem- 

buat pemerintah menganjurkan masyarakat agar tinggal di rumah 

saja (stay at home). Sesuai dengan pengertian dan kriteria tersebut, 

maka ketika pemerintah mengambil keputusan pemberlakuan pem- 

batasan kegiatan dan pergerakan masyarakat untuk memutus mata 

rantai penyebaran virus Corona, maka dengan sendirinya kegiatan 

pariwisata akan sulit dilaksanakan. Transmisi Covid-19 dari manusia 

ke manusia telah dikonfirmasi (Huang et al., 2020) dan mobilitas 

manusia juga merupakan faktor penguat persebaran Covid-19 

(Fajar, 2000). Hasil penelitian Fajar (2020) menunjukkan bahwa 
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0 

jumlah individu terinfeksi Covid-19 semakin meningkat hingga su- 

atu saat nanti akan mencapai titik stabil. Terbukti dengan nilai R 93 

sebesar 1,728 (> 1) dan R94 berkisar antara 2,892 hingga 5,667 (>1). 

Pandemi Covid-19 merupakan bencana non-alam (Agustin et al., 

2020), sehingga pemerintah menetapkan status darurat bencana di 

Indonesia. Secara umum, demikian menurut manejemen bencana, 

rangkaian fase penanggulangan bencana meliputi fase: mitigasi, ke- 

siapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Semakin merebaknya 

pandemi Covid-19 dapat menimbulkan kerugian, baik dalam ben- 

tuk kerugian material, hingga korban jiwa. Potensi kerugian akibat 

bencana dapat dikurangi melalui mitigasi (Dewi & Istiadi, 2016). 

Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dan mencegah risiko kehi- 

langan jiwa dan harta benda baik melalui pendekatan struktural ma- 

upun nonstruktural (Nursa’ban et al., 2010). Mitigasi struktural me- 

rupakan upaya pengurangan risiko bencana melalui pembangunan 

fisik serta rekayasa teknis bangunan tahan bencana, sedangkan miti- 

gasi nonstruktural adalah upaya pengurangan risiko bencana yang 

bersifat nonfisik seperti kebijakan, pemberdayaan masyarakat, pe- 

nguatan institusi, kepedulian (Sugiharyanto et al., 2014). Dalam mi- 

tigasi bencana, mitigasi nonstruktural lebih berkelanjutan karena 

memberikan keamanan jangka panjang (Dewi & Istiadi, 2016). 

Mitigasi bencana melalui kearifan tradisional merupakan bentuk 

mitigasi nonstruktural. Kearifan tradisional adalah pengetahuan tra- 

disional yang khas milik masyarakat atau budaya tertentu yang telah 

 

 

93Angka reproduksi dasar (R0) merupakan rata-rata jumlah individu rentan 

yang terinfeksi (kasus sekunder) secara langsung oleh individu lain yang telah te- 

rinfeksi (kasus primer) dalam populasi yang masih rentan (Giesecke, 2002). R0< 

1 mengindikasikan bahwa suatu penyakit menular pada suatu ketika tidak akan 

berhenti mewabah bahkan menghilang dengan sendirinya. R0> 1 mengindikasikan 

bahwa jumlah individu terinfeksi akan terus bertambah hingga mencapai titik 

ekuiliblibriumnya (Fajar, 2020). 

94Angka reproduksi (R) merujuk pada angka reproduksi efektif di mana terda- 

pat intervensi ataupun imunitas pada penyakit menular tersebut (Fajar, 2020). 
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berkembang lama, dan merupakan hasil dari proses hubungan tim- 

bal-balik antara masyarakat dengan lingkungannya, menjadi acuan 

berperilaku, dipraktikkan dan diwariskan dari generasi ke generasi 

(Sartini, 2004; Wibowo et al., 2012). Kearifan tradisional sebagai 

pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu berperilaku dalam kehi- 

dupan bermasyarakat mempunyai fungsi yang sangat penting dalam 

memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan (Wibowo 

et al., 2012). Kearifan tradisional antara lain mengajarkan perilaku 

manusia dalam berinteraksi dengan alam, melalui tabu, mitos dan 

ritual adat (Sartini, 2004; Wibowo et al., 2012). 

Fase pemulihan (recovery) merupakan fase akhir dari proses 

penanggulangan dampak bencana (Beach, 2010; Kusumasari, 

2014) yang bertujuan mengembalikan kondisi masyarakat dan ling- 

kungan yang terkena bencana (Sukmana, 2016). Dalam fase pemu- 

lihan di dalamnya meliputi juga upaya rehabilitasi dan rekonstruksi 

(Sukmana, 2016). Rehabilitasi merupakan perbaikan atau pemulih- 

an aspek pelayanan publik pascabencana sedangkan rekonstruksi di- 

lakukan dengan membangun kembali semua prasarana dan sarana, 

kelembagaan pada wilayah pascabencana (Ramli, 2011). 

 
2.2 Perencanaan dan Perencanaan Skenario 

Perencanaan merupakan serangkaian proses penentuan tindakan 

masa depan yang disertai pertimbangan logis dan kontinu guna 

memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin agar 

dapatmencapai tujuan tertentu (Budiawan, 2019). Lebih lanjut 

Budiawan (2019) memaparkan prinsip-prinsip perencanaan yaitu 

(1) penentuan pilihan (setting up choices), (2) penetapan pengalihan 

sumberdaya (resources allocation), (3) penetapan dan usaha pencapai- 

an sasaran dan tujuan pembangunan (setting up goals and objectives), 

(4) penetapan dan usaha pencapaian sasaran dan tujuan pembangun- 

an (setting up goals and objectives), (5) berfikir secara sistematis, 

holistik, dan berkelanjutan (sustainable development). 
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Lebih lanjut, perlu juga dipahami pengertian skenario karena 

skenario bukan merupakan forecasting (ramalan), visi atau kondisi 

pada masa depan, tetapi di dalam skenario terdapat unsur risiko 

(Budiawan, 2009). Schwartz (1991) mendefinisikan perencanaan 

skenario sebagai suatu alat perencanaan strategi yang efektif untuk 

perencanaan jangka menengah dan jangka panjang pada kondisi 

yang tidak pasti. Perencanaan skenario juga diartikan sebagai renca- 

na masa depan di era ketika perencanaan strategi secara tradisional 

sudah dianggap usang. 

Wrihatmolo (2015) menjelaskan enam faktor dalam perencanaan 

berbasis skenario, yang terdiri dari tiga faktor atau variabel utama 

dan tiga faktor perluasan (expanded variables). Skenario minimal me- 

rupakan fungsi dari (1) variabel hasil (expected result), (2) variabel 

kegunaan waktu (time utility), dan variabel kebutuhan sumber daya 

(resources needed). Sedangkan expanded variables yang dimaksud ter- 

diri dari (1) variabel target, (2) variabel konsep/materi, dan (3) vari- 

abel manajemen pembangunan. 

 
2.3 Tinjauan Hasil Studi Dampak Pandemi Covid-19 dan 

Kebijakan 

Pandemi Covid-19 menimbulkandampak signifikan bagi kehidupan 

masyarakat di seluruh dunia. Ozili & Arun (2020) memaparkan 

bahwa social distancing memengaruhi aktivitas ekonomi dan indeks 

pasar saham. Ozili & Arun (2020) lebih lanjut juga menemukan 

bahwa peningkatan jumlah hari lockdown, keputusan kebijakan 

moneter, dan pembatasan perjalanan internasional sangat memenga- 

ruhi tingkat kegiatan ekonomi global. 

Untuk mengurangi penyebaran pandemi ini, semua negara telah 

memberlakukan lockdown secara luas, perjalanan internasional ter- 

batas, larangan bagi semua pengunjung asing, pembatasan perjalan- 

an dari berbagai tempat dengan kasus yang dikonfirmasi, pembatas- 

an lain seperti menangguhkan semua iklan penerbangan internasio- 
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nal, semua pelancong yang dikenai karantina 14 hari, semua pener- 

bitan VISA ditangguhkan (Bloomberg, 2020; Haryanto, 2020). 

UNWTO (2020) telah menemukan bahwa 93% tempat-tempat 

destinasi di Eropa telah menutup sepenuhnya perbatasan untuk pa- 

riwisata internasional. Di Amerika, proporsi ini mencapai 82%, di 

Asia dan Pasifik 77%, di Timur Tengah 70% dan Afrika 60%. Penu- 

tupan pariwisata secara global ini jelas akan terkait dengan pariwisata 

Bali yang merupakan daerah tujuan wisata dunia. 

Sejak pandemi Covid-19 yang berawal dari kota Wuhan, China 

pada akhir tahun 2019 telah meluas, penelitian mengenai Covid-19 

juga mulai dilakukan secara holistik. Penelitian ini berupaya meleng- 

kapi penelitian mengenai dampak pandemi Covid-19 serta mengan- 

jurkan rekomendasi skenario kebijakan, khususnya pada sektor pari- 

wisata Bali. Meskipun timbul sikap pesimis bahwa apapun skenario- 

nya, pengeluaran pariwisata akan menurun tajam dalam jangka pan- 

jang sehingga berdampak signifikan pada perekonomian (Cetin, 

2020). Namun periode ini juga bisa dianggap sebagai suatu peluang 

untuk memperbaiki masalah struktural pada industri terkait keber- 

lanjutan, eksploitasi berlebihan akibat pariwisata, perubahan iklim, 

dan tata kelola destinasi (Seraphin et al., 2019). 

Dalam upaya mengantisipasi dan mengatasi dampak Covid-19 

sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut, pemerintah pusat ma- 

upun daerah seharusnya bertindak cepat. Namun koordinasi antara 

pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dinilai kurang optimal 

dan berdampak pada semakin tersebarnya Covid-19 di Indonesia 

(Juaningsih et al., 2020). Temuan penelitian Agustino (2020) me- 

ngenai analisis kebijakan penanganan wabah Covid-19 di Indonesia 

juga mengemukakan adanya narasi negatif dan lambannya respons 

pemerintah atas penyebaran Covid-19. Narasi-narasi yang disampai- 

kan oleh elite politik sebelum Covid-19 masuk ke Indonesia menun- 

jukkan nihilnya perasaan adanya krisis (sense of crisis) yang mengan- 

cam sehingga memperlambat pengambilan keputusan. Kedua, le- 

mahnya koordinasi antar-stakeholder, khususnya antara pemerintah 
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pusat dan pemerintah daerah. Ketidaksinkronan koordinasi ini 

mengakibatkan pengendalian virus korona menjadi terkatung- 

katung. Ketiga, ketidakacuhan atau ketidakpatuhan warga terhadap- 

himbauan pemerintah. Dampaknya, upaya penanganan menjadi 

tersendat karena tidak didukung oleh masyarakat luas. Kombinasi 

dari ketiga faktor inilah yang memperumit upaya pemerintah me- 

ngendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia (Agustino, 2020). 

 
3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini adalah modelbuilding method dengan descrip 

tive approach. Melalui pendekatan deskriptif akan diperoleh hasil 

analisis berupa deskripsi dengan kata-kata mengenai: Pertama, ba- 

gaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dan pariwi- 

sata Bali. Kedua, kebijakan apa yang telah dirancang atau dilakukan 

pemerintah untuk merespons dampak Covid-19. Ketiga, bagaimana 

skenario recovery pariwisata Bali di era new normal, baik short term 

maupun long term. Penelitian deskriptif masih sangat diperlukan 

dalam penelitian tentang pariwisata, apalagi inventaris dan deskripsi 

dasar juga kerap kalimembantu dalam pengambilan keputusan 

(Chen, 2001). Modelbuilding method sendiri digunakan untuk 

mengkonstruksikan rekomendasi kebijakan didasarkan pada temuan 

di lapangan (Herdiana, 2020). Penyusunan rencana skenario kebi- 

jakan menggunakan variabel-variabel perencanaan skenario dari 

Wrihatnolo (2015), yaitu variabel hasil, kegunaan waktu dan 

kebutuhan sumber daya sebagai variabel utama, dan variabel target, 

konsep/materi, dan manajemen pembangunan sebagai expanded 

variables. 

Data yang disajikan pada penelitian ini diperoleh dengan meng- 

gunakan teknik dokumentasi. Documentary study dilakukan terha- 

dap data atau dokumen yang dianggap relevan dengan penelitian 

yang tengah dilakukan, baik dari sumber buku, jurnal, peraturan 

perundang-undangan, laman web maupun sumber referensi lainnya 



P E MU L IHAN  SEKTOR PAR IWISATA 

639 

 

 

(Herdiana, 2020). Data-data pada penelitian ini sebagian besar di- 

peroleh melalui data yang dipublikasikan oleh lembaga atau instansi 

pemerintah, seperti BPS, BI, maupun badan/dinas di lingkungan 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali. Penelitian ini lebih di- 

fokuskan diprovinsi Bali dan dilaksanakan pada rentang waktu sete- 

lah semester I-2020 agar periode data yang digunakan konsisten. 

 
4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Kondisi Perekonomian dan Pariwisata Bali Akibat 

Pandemi Covid-19 

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tercatat mengalami kontraksi 

selama semester I-2020, di mana BPS mencatat bahwa pertumbuh- 

an ekonomi Bali pada triwulan I-2020 terkontraksi -1,14% year on 

year (yoy) dan pada triwulan II-2020 bahkan terkontraksi lebih 

dalam hingga -10,98%. Pertumbuhan ekonomi Bali maupun Nasi- 

onal tercatat sebagai pertumbuhan terendah selama satu dasawarsa 

terakhir, dan pada dasawarsa ini juga pertama kalinya pertumbuhan 

ekonomi Bali terkontraksi. Kondisi ini merupakan dampak pandemi 

Covid-19 yang menyebabkan berbagai negara menerapkan travel 

restriction dan/atau lockdown (Bank Indonesia, 2020) sehingga ke- 

giatan pariwisata Bali seketika berada di titik nadir. 
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Gambar 2. Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan (%) 

Ekonomi Bali dan Nasional pada Triwulan I-2019 sampai dengan 

Triwulan II-2020 

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Bali, 2020 

 

Apabila ditinjau secara lebih mendalam terkait kontribusi ma- 

sing-masing sektor utama terhadap perekonomian Bali, maka akan 

terlihat kaitannya dengan sektor pariwisata Bali, sebagaimana 

Gambar 3. 

 
Gambar 3. Grafik Laju Pertumbuhan (%) Beberapa Lapangan 

Usaha Secara Triwulanan Tahun 2018-2020 (q to q) 

di Provinsi Bali 

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2020 
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Penurunan kategori I (penyediaan akomodasi dan makan mi- 

num) dan kategori III (transportasi dan pergudangan) pada triwulan 

II-2020 berkaitan erat dengan penurunan aktivitas pariwisata di 

Bali. Pariwisata merupakan penopang utama perekonomian Bali, se- 

dangkan sektor-sektor lain kebanyakan merupakan penunjang sek- 

tor pariwisata. Akibatnya ketika pariwisata mengalami guncangan 

hebat akibat pandemi Covid-19 maka akan memicu dampak ikutan 

terhadap sektor-sektor lainnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada bulan 

Agustus 2020 hanya 22 orang atau turun sedalam -99,99 (yoy). De- 

mikian pula Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang 

pada periode yang sama tercatat hanya 2,45%, yaitu mengalami pe- 

nurunan sedalam -94,37% (yoy) (Badan Pusat Statistik Provinsi 

Bali, 2020). Apabila kita mencermati model Input-Output sektor 

pariwisata Bali, sesuai hasil penelitian Antara (2012), disebutkan 

bahwa sektor-sektor pariwisata Bali memiliki indirect backward dan 

forward linkage yang sangat kuat, yang ditunjukkan dengan KTBj 95 

sebesar 1,630 dan KTDi96 sebesar 1,267. Artinya setiap peningkatan 

permintaan akhir usaha kecil pada sektor pariwisata sebesar satu 

unit, mampu meningkatkan output seluruh sektor perekonomian di 

Bali sebesar 1,639 unit dan setiap peningkatan permintaan akhir se- 

luruh sektor perekonomian di Bali sebesar satu unit, usaha kecil pada 

sector pariwisata di Bali mampu memenuhinya sebesar 1,267 unit. 

Secara umum, dampak pandemi Covid-19 terhadap pariwisata 

dapat dikategorikan dalam beberapa bidang.Gambar 4 menguraikan 

bahwa physical distancing serta himbauan stay home telah menghen- 

tikan sementara aktivitas pariwisata Bali. Hal tersebut berdampak 

serius bagi perekonomian Bali (termasuk pendapatan masyarakat), 

perolehan devisa dan pajak, ketenagakerjaan, serta keberlanjutan 

usaha pariwisata dan usaha penunjang pariwisata. 

 

95Keterkaitan tidak langsung ke belakang sekor j. 

96Keterkaitan tidak langsung ke depan sector i. 
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Gambar 4. Identifikasi Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 

Terhadap Sektor Pariwisata Bali 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020 

 

Terhentinya sementara pariwisata Bali selama beberapa bulan di 

awal tahun 2020 membuat perekonomian turun drastis, di mana 

pendapatan masyarakat (terutama pelaku pariwisata) berkurang dan 

bahkan hampir tidak ada pemasukan dari sektor pariwisata. Para pe- 

milik usaha jasa pariwisata bahkan menderita kerugian ekonomi ka- 

rena aktivitas pengelolaan usaha tetap berjalan, seperti pemeliharaan 

fasilitas pariwisata, pembayaran tagihan air dan listrik, pengeluaran 

untuk gaji karyawan (baik yang masih bekerja maupun dirumah- 

kan), dan komponen rutin lainnya (Herdiana, 2020). Kerugian be- 

sar para pelaku usaha pariwisata akibat ketidakseimbangan antara 
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pemasukan dan pengeluaran menjadi beban untuk mengembalikan 

kegiatan pariwisata. Karena pemasukan yang mengalami penurunan 

mengakibatkan daya beli masyarakat juga menurun. Penurunan 

daya beli mengakibatkan terjadinya deflasi di Bali. 

Penurunan aktivitas pariwisata di Bali juga berdampak langsung 

terhadap perolehan pajak dari sektor pariwisata, terutama Pajak Ho- 

tel dan Restoran (PHR). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

PHR merupakan salah satu pajak daerah (kabupaten/kota) dan me- 

rupakan sumber utama PAD kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kabu- 

paten Badung merupakan kabupaten dengan PAD tertinggi di Bali 

yang sumber PAD-nya berasal dari PHR. Rasionalisasi PAD Kabu- 

paten Badung akibat dampak pandemi Covid-19 mencapai Rp2,7 

triliun atau berkurang sebesar 49,06% dari APBD Induk tahun ang- 

garan 2020.97
 

Selain berdampak terhadap penurunan perolehan pajak (ter- 

utama pajak daerah), terhentinya pariwisata sementara akibat pan- 

demi Covid-19 juga menyebabkan penurunan perolehan devisa. 

Penurunan devisa akibat wisatawan asing yang masuk ke Indonesia 

sekitar USD 2 Miliar,98 dan perlu dicatat bahwa tujuan destinasi wi- 

sata dari 40% wisatawan asing yang masuk ke Indonesia adalah 

Bali.99 Selain penurunan devisa akibat berkurangnya wisatawan yang 

masuk, devisi juga disinyalir mengalami penurunan akibat pemba- 

talan warga Indonesia ke luar negeri. 

 

 

97Disampaikan Bupati Badung saat membacakan jawaban pemerintah terhadap 

pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung (24 Agustus 2020), 

dimuat di harian Tribun Bali (25 Agustus 2020). 

98Disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, mengutip 

pernyataan Gubernur Bank Indonesia, https://penabali.com/bali/denpasar/dampak- 

pandemi-covid-19-ekspor-indonesia-alami-penurunan/#! 

99Pernyataan Sekretaris Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 

https://www.antaranews.com/berita/1658566/kemenparekraf-dukung-pemda- 

datangkan-lagi-wisatawan-saat-covid-19 

http://www.antaranews.com/berita/1658566/kemenparekraf-dukung-pemda-
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Berdasarkan survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 

Bali, perlambatan sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19 mem- 

buat pendapatan 1.285.000 orang terdampak, dengan rincian sesuai 

Tabel 1. Meskipun membatasi mobilitas masyarakat, Pemerintah 

Provinsi Bali melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 551 Ta- 

hun 2020 (angka 2-point f ) memperbolehkan pekerja asal luar Bali 

untuk pulang ke daerahnya masing-masing. 

 
Tabel 1.Uraian dan jumlah tenaga kerja di Bali yang terdampak 

akibat perlambatan pariwisata 
 

No. Sektor J umlah (orang) 

1. Tenaga kerja di sektor hotel dan restoran 300.000 

2.  Tenaga kerja di sektor perdagangan 550.000 

3. Tenaga kerja di sektor transportasi 75.000 

4. Tenaga kerja di sektor industri penunjang pariwisata 360.000 

Total 1.285.000 

Sumber: Survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (2020)100
 

 

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa para pelaku 

usaha pariwisata tetap harus mengeluarkan berbagai biaya meskipun 

aktivitas pariwisata terhenti sementara. Misalnya,biaya listrik, air, 

serta pemeliharaan fasilitas hotel yang tetap harus dibayar meskipun 

tidak ada orang yang menginap. Berbeda lagi dengan komponen 

biaya pada kebun binatang, di mana pengelola harus tetap menye- 

diakan pakan bagi hewan-hewan yang ada. Keberlanjutan penye- 

lenggaraan usaha pariwisata salah satunya tergantung pada sisi mo- 

dal yang dimiliki oleh pelaku usaha pariwisata agar bisa bertahan 

dan melakukan pemulihan (Herdiana, 2020), oleh karenanya para 

pelaku usaha pariwisata di Bali melakukan pemotongan biaya hing- 

ga 57% (Kopernik, 2020). Bila para pelaku usaha pariwisata memi- 

 
 

100Disampaikan Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 

Bali https://www.balipost.com/news/2020/04/03/113452/Covid-19,Sejutaan- 

Naker-di-Bali...html 

http://www.balipost.com/news/2020/04/03/113452/Covid-19%2CSejutaan-
http://www.balipost.com/news/2020/04/03/113452/Covid-19%2CSejutaan-
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liki keterbatasan modal, bukan tidak mungkin mereka harus meng- 

hentikan aktivitas usaha pariwisatanya secara permanen. Hasil survei 

Kopernik menunjukkan bahwa 11% pemilik usaha di Bali memu- 

tuskan untuk menutup permanen usahanya, 22% menutup semen- 

tara, dan sisanya sebesar 44% hanya menutup usahanya selama be- 

berapa bulan. 

Berbagai sektor penunjang pariwisata, seperti akomodasi, indus- 

tri kerajinan, transportasi bahkan sampai pada sektor pertanian pun 

terdampak akibat perlambatan pariwisata Bali. Sektor biro perjalan- 

an wisata di Bali berpotensi kehilangan pendapatan Rp5 triliun 

hingga akhir tahun 2020.101 Menurut BBC Indonesia, pada triwulan 

I-2020 saja, sektor akomodasi, makanan, dan minuman telah 

terkontraksi hingga -9,11%. Contohnya pada sektor industri kera- 

jinan yang sebelumnya diproduksi untuk memenuhi permintaan 

wisatawan, kini sebagian besar toko kerajinan tutup. Dilansir dari 

Channel News Asia,102 di mana sejumlah galeri dan toko furniture di 

Kerobokan, Kuta yang sebelum pandemi Covid-19 ramai dikun- 

jungi pelanggan asing kini tampak seperti kota mati. Sektor pertani- 

an juga ikut terdampak karena produk pertanian (standar hotel)103 

yang sebelumnya di-supply ke hotel dan restoran sekarang hanya me- 

numpuk di pasar dan harga jualnya rendah, sehingga pendapatan 

petani juga mengalami penurunan.104
 

 

 

 
 

101Disampaikan oleh Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASITA) 

Provinsi Bali https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53565487 

102https://travel.detik.com/travel-news/d-5183421/duka-perajin-di-bali-saat- 

corona-toko-sepi-hingga-gagap-teknologi 

103Produk pertanian standar hotel yang selama ini dikembangkan petani Bali 

seperti selada, baby romaine, bayam inggris, paprika, asparagus, beef tomato, beet 

root, baby bean, zucinni, dan beberapa jenis lainnya. 

104Disampaikan oleh I Gusti Made Japa (petani asal Desa Pancasari, Tabanan), 

https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/09/28/216307/pariwisata-bali-mandek- 

hasil-pertanian-dibiarkan-membusuk 

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53565487
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4.2 Kebijakan Pemerintah untuk Merespons Dampak 

Pandemi Covid-19 

Pemerintah Provinsi Bali juga telah membentuk Gugus Tugas Per- 

cepatan Penanganan Covid-19 serta menginstruksikan pembentuk- 

an Satgas hingga tingkat grassroot yaitu pada tingkat Desa (desa dinas) 

dan Desa Adat. Sesuai kebijakan pemerintah pusat, APBD Provinsi 

Bali difokuskan kembali (refocusing) pada program kegiatan dan 

realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 atas tiga aspek, 

yaitu penanganan masalah kesehatan terkait Covid-19, pemulihan 

ekonomi bagi masyarakat terdampak, dan pelaksanaan jaring peng- 

aman sosial (JPS).105 Refocusing dan realokasi anggaran untuk pena- 

nganan Covid-19 di Provinsi Bali disajikan pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105Pemaparan Kepala BAPPEDA Provinsi Bali pada saat wawancara live via 

telepon dengan Bali TV, https://bappeda.baliprov.go.id/2020/04/16/ini-kebijakan- 

anggaran-pemprov-bali-dalam-penanganan-covid-19/ 
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Gambar 5. Skema Refocusing dan Realokasi Kebijakan Anggaran 

Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2020 untuk Penanganan 

Covid-19 

Sumber: Disusun ulang berdasarkan data dari BAPPEDA Provinsi Bali, 2020 

 

Pemerintah pusat telah merespons secara cepat dampak pandemi 

Covid-19 pada sektor pariwisata, termasuk Bali yang merupakan 

destinasti tujuan wisata utama di Indonesia. Berikut empat kebijak- 

an yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk membantu recovery 

pariwisata dan perekonomian, yaitu: 

1) Pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp298,5 

miliar untuk insentif airline dan travel agent dalam rangka 

mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia. 
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2) Wisatawan dalam negeri diberikan insentif dalam bentuk dis- 

kon sebesar 30% potongan harga untuk 25% seat penerbang- 

an pesawat yang menuju ke sepuluh destinasi wisata utama di 

Indonesia, di mana total anggaran yang disiapkan untuk kebi- 

jakan ini sebesar Rp443,39 miliar. Ke sepuluh destinasi pari- 

wisata tersebut adalah (1) Danau Toba, (2) Yogyakarta, (3) 

Malang, (4) Manado,(5) Bali, (6) Mandalika, (7) Labuan 

Bajo, (8) Bangka Belitung, (9) Batam, dan (10) Bintan. 

3) Ke sepuluh destinasi pariwisata tersebut (yang tersebar di 33 

kabupaten/kota) tidak dipungut pajak hotel dan restoran (se- 

besar 10%) selama 6 (enam) bulan. Sebagai dampak kemung- 

kinan penurunan PAD karena pengurangan sumber Pajak 

Hotel dan Restoran, Pemerintah Pusat akan memberikan hi- 

bah sebesar Rp3,3 triliun kepada sepuluh destinasi wisata 

tersebut. 

4) Konversi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pariwisata pada 

APBN Tahun 2020 menjadi hibah ke daerah-daerah untuk 

memacu pariwisatanya.106
 

 
Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Bali, memang telah 

menyusun paket kebijakan sebagai dampak pandemi Covid-19 seba- 

gaimana dipaparkan pada Gambar 5. Namun demikian, Provinsi 

Bali juga sungguh memerlukan paket kebijakan yang khusus menya- 

sar pada upaya recovery pariwisata Bali. 

 
4.3 Rekomendasi Skenario Recovery Pariwisata Bali 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pusat menetapkan 

3 (tiga) kriteria dengan 11 indikator bagi daerah di Indonesia agar 

dapat membuka kembali kegiatan ekonominya. Salah satu indika- 

 
 

106Penjelasan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali melalui Pers Release 

https://www.baliprov.go.id/web/pers-release/ 

http://www.baliprov.go.id/web/pers-release/
http://www.baliprov.go.id/web/pers-release/
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tornya adalah penurunan jumlah kasus terkonfirmasi positif Co- 

vid-19 selama dua minggu terakhir minimal 50% sejak puncak 

penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19.107
 

Awalnya pariwisata Bali direncanakan oleh Pemerintah Provinsi 

Bali dibuka bagi wisatawan asing pada 11 September 2020, namun 

Pemerintah Pusat mengeluarkan keputusan pembatalan rencana 

pembukaan wisata Bali bagi wisatawan asing. Pertimbangan utama- 

nya adalah karena belum ada satu pun negara di dunia yang mem- 

berlakukan kebijakan yang mengizinkan warganya berwisata ke luar 

negeranya, bahkan di beberapa negara masih memberlakukan pem- 

batasan aktivitas secara ketat.108
 

Berharap pada pengalihan sektor unggulan dari sektor pariwisata 

ke sektor lain (seperti pertanian) dalam waktu yang singkat tentu 

bukanlah solusi yang bisa dilaksanakan dengan mudah, karena ren- 

dahnya tingkat permintaan serta sumber daya manusia yang tidak 

siap.109 Oleh sebab itu, dalam upaya recovery sektor pariwisata Bali, 

dimulainya era new normal perlu direspons secara positif oleh peme- 

rintah, melalui kebijakan yang membantu percepatan recovery pari- 

wisata serta membantu pelaku-pelaku wisata, seperti menyediakan 

hibah bagi merekasertapemotongan pembayaran pajak maupun bagi 

para pelaku usaha pariwisata itu sendiri. Menyambut pariwisata di 

era new normal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ke- 

menparekraf) telah menyiapkan protokol kesehatan dan pedoman 

teknis bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, mulai dari penge- 

 

 

107Disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali yang juga Ketua PHRI Bali pada 

wawancara khusus dengan stasiun televise nasional (13 Juni 2020) https://www. 

redaksi9.com/read/2253/Dampak-Pandemi-Covid-19--Momentum-Menata-Pari- 

wisata-Bali-lebih-Terarah.html 

108Penjelasan Gubernur Bali https://www.cnbcindonesia.com/news/ 

20200824163813-4-181594/ri-batal-buka-turis-asing-mulai-11-september-ini- 

penyebabnya 

109Dilansir BBC Indonesia dari acara diskusi program “Bali’s New Era” https:// 

www.bbc.com/indonesia/majalah-54843564 

http://www/
http://www.cnbcindonesia.com/news/
http://www.cnbcindonesia.com/news/
http://www.bbc.com/indonesia/majalah-54843564
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lola wisata, pemandu, tamu, kelompok masyarakat, pemerintah pro- 

vinsi, pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa, melalui stra- 

tegi dan program cleanliness, health, and safety (CHS).110
 

Sebelum membahas skenario recovery pariwisata Bali, terlebih da- 

hulu perlu dipaparkan framework sebagaimana yang diperlihatkan 

pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Framework untuk Penyusunan Skenario Recovery 

Pariwisata Bali Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2020 

 

Framework penyusunan skenario recovery sektor pariwisata Bali 

yang sesuai dengan Gambar 6 diawali dengan menentukan target 

utama, yakni wisatawan lokal (wisatawan dari Bali) dan domestik 

(wisatawan Indonesia dari luar Bali). Hal ini penting, mengingat be- 

 
 

110Disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pengembangan Berkelanjutan dan Kon- 

servasi Kemenparekraf pada Webinar dengan tajuk ‘Government Round TableCovid 

19: New, Next, Post – Strategi dan Program cleanliness, health, and safety (CHS) 

Destinasi Pariwisata Pasca Pandemi’ https://travel.detik.com/travelnews/d5082243/  

persiapankemenparekrafsambutwisatawandinewnormal 
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lum adanya sinyal kepariwisataan di Indonesia yang dibuka untuk 

wisatawan asing. Dengan menentukan target wisatawan tersebut, 

para pelaku usaha pariwisata harus melakukan penyesuaian produk 

dan layanan agar sesuai dengan minat dan daya beli lokal. 

Wisatawan yang akan berkunjung ke Bali memiliki pilihan dua 

tujuan wisata secara umum, yaitu wisata alam dan wisata buatan. 

Pangsa pasar wisatawan lokal dan domestik sesungguhnya sasaran 

yang sangat potensial dan menjadi harapan bagi recovery pariwisata 

dalam jangka pendek. Selain itu, industri Meeting, Incentive, Con 

vention, and Exhibition (MICE) juga merupakan sektor yang sangat 

potensial agar dapat dikembangkan kembali pada era new normal 

nanti. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan Desa Adat 

di Bali memiliki peran penting dalam pengaturan tata kehidupan 

masyarakat. Oleh karenanya, dalam penerapan protokol kesehatan 

pada wisata alam, pemerintah perlu mensosialisasi dan memfasilitasi 

pengelolaannya dengan menggandeng Desa Adat. Kawasan wisata 

alam menjadi destinasi wisata yang pertama kali dan secara bertahap 

dibuka untuk umum (Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ling- 

kungan Hidup dan Kehutanan No. 261/MENLHK/KSDAE/ 

KSA.0/6/2020 tanggal 23 Juni 2020). Pembukaan kawasan wisata 

alam ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa masyarakat mem- 

butuhkan rekreasi yang relatif aman dan memberikan manfaat bagi 

kesehatan. Adapun protokol kesehatan di kawasan wisata alam se- 

cara umum sebagaimana infografis pada laman kemenparekraf.go.id 

antara lain adalah (1) pembatasan jumlah pengunjung (10-30% dari 

daya tampung), (2) jaga jarak (1-2 meter), (3) penggunaan masker 

dan hand sanitizer, (4) pemeriksaan suhu tubuh, (5) dokumen surat 

sehat, (6) pendakian oneday trip. Infografis pada laman kemenpare- 

kraf.go.id juga menampilkan informasi protokol kesehatan bagi pe- 

ngelola/pelaku usaha kreatif di antaranya: (1) memperhatikan infor- 

masi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah terkait Covid-19 di wilayahnya, (2) Memastikan 



M E MB A N GU N  K ET A N G GU H A N  EKO NO MI  PADA ERA PA NDEMI  

652 

 

 

pekerja dan konsumen yang terlibat di dalam jasa ekonomi kreatif 

secara jasmani berada dalam kondisi sehat melalui tindakan pengu- 

kuran suhu tubuh di pintu masuk dan bila ditemukan pelaku wisata 

yang kondisinya kurang sehat maka tidak diperkenankan terlibat da- 

lam kegiatan, (3) melakukan pengaturan jarak fisik antar individu 

yang terlibat dalam kegiatan ekonomi kreatif minimal berjarak 1 

meter, (4) membatasi jumlah kru/personil yang terlibat dengan 

menggunakan barrier pembatas/pelindung wajah (face shield), dan 

lain-lain, (5) menyediakan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer, 

(6) melakukan tindakan pembersihan (disinfectant) secara berkala 

(minimal tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang di- 

gunakan bersama, (7) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar ma- 

tahari agar masuk di ruangan kerja, (8) melakukan sosialisasi dan 

edukasi kepada para pekerja dan semua personil yang terlibat di da- 

lam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan Co- vid-

19,(9) larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa 

ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri 

tenggorokan, dan/atau sesak nafas, (10) meminimalisir kegiatan 

yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga 

jarak dengan melakukan koordinasi secara daring, membatasi perso- 

nil yang terlibat, serta rekayasa lainnya. Kendala penerapan protokol 

kesehatan adalah terbatasnya anggaran pengelola kawasan wisata 

alam untuk menyediakan sarana protokol kesehatan yang lengkap. 

Hasil observasi di beberapa kawasan wisata alam di Bali menunjuk- 

kan bahwa pada kawasan wisata alam cukup sulit mengatur wisata- 

wan agar bertindak disiplin menerapkan protokol kesehatan. 

Terkait pelaksanaan protokol kesehatan di kawasan wisata alam, 

pemerintah dapat bekerjasama dengan Desa Adat karena karakter 

masyarakat Bali sangat patuh dengan pengaturan Desa Adat. Bali 

merupakan salah satu provinsi yang tidak menetapkan PSBB tapi 

menunjukkan angka laju penambahan positif berkurang. Selain itu, 

tingkat kesembuhan pasien positif Covid-19 di Bali juga tinggi, dan 

angka kematian positif Covid-19 yang rendah (Gambar 7). Bali me- 
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manfaatkan kearifan lokal, menggerakkan desa adat, dan melakukan 

gotong royong berbasis adat.111 Sedangkan untuk pelaksanaan proto- 

kol kesehatan pada destinasi wisata buatan, termasuk pelaku usaha 

kreatif menjadi tanggung jawab pelaku usaha dengan pengawasan 

penuh dari pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah 

kabupaten/kota. 

 
Gambar 7. Dinamika Covid-19 di Provinsi Bali 

(per 29 Agustus 2020) 

Sumber: Press Release Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Provinsi Bali 

 

Bali juga berpeluang melakukan recovery pariwisata melalui pe- 

nyelenggaraan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition). 

Hal ini mengingat Bali memiliki sarana dan prasarana MICE ber- 

skala besar dan internasional. Perkembangan transportasi udara Pro- 

vinsi Bali pada Agustus 2020 sudah mulai menunjukkan pergerakan. 

Penerbangan domestik tercatat sebanyak 1.134 penerbangan, atau 

 
 

111Disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 

rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah pimpinan 

daerah yang menerapkan PSBB dan beberapa kepala daerah yang tidak menerap- 

kan PSBB, Selasa 12 Mei 2020, https://republika.co.id/berita/qa7slu370/belajar- 

dari-bali-tekan-kasus-covid19-tanpa-psbb 
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meningkat 73,13% (m to m), demikian halnya penerbangan interna- 

sional juga meningkat 55,26% (m to m) meskipun baru sebanyak 59 

penerbangan.112 Pemerintah Provinsi Bali perlu melakukan koordi- 

nasi dengan Pemerintah Pusat agar MICE yang difasilitasi pemerin- 

tah dapat diselenggarakan di Bali. Pariwisata Bali juga perlu melaku- 

kan intensifikasi dengan mengembangkan jenis pariwisata baru atau 

melakukan penyesuaian terhadap model pariwisata yang telah ada 

sehingga sesuai dengan era new normal. Disinilah peran akademisi 

untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah ma- 

upun pelaku usaha. Contohnya seperti pengembangan model spi 

ritual healing dalam pariwisata Bali. Spiritual healing merupakan 

pembangunan kesehatan jasmani, pikiran, dan spirit yang telah 

menjadi pariwisata alternatif (Sutarya & Sirtha, 2017). 

Berdasarkan framework (Gambar 6) serta desk study maka dapat 

disusun matriks skenario recovery kebijakan pariwisata Bali yang me- 

nitikberatkan pada orientasi market share atau dalam hal ini jenis 

wisatawan juga ditinjau dari variabel dalam perencanaan skenario. 

 
Tabel 2. Skenario recovery pariwisata Bali dengan orientasi 

wisatawan domestik dan mancanegara 

 
1. Hasil (expected 

result) 
Normalisasi pariwisata Bali Normalisasi pariwisata 

Bali 

2. Target Peningkatan kunjungan 
wisatawan domestik ke Bali 

 
3. Konsep/materi Bali memiliki daya tarik 

wisata dan sarana 
penunjang pariwisata 
lengkap dengan harga yang 
variatif. Sarana 
penyelenggaraan MICE 
untuk skala nasional juga 
tersedia. 

Peningkatan kunjungan 
wisatawan mancanegara 
ke Bali 

Potensi pariwisata Bali 
terkenal hampir di seluruh 
dunia. Tersedia fasilitas 
pariwisata berstandar 
internasional. 

 

 
 

112Berita Resmi Statistik Perkembangan Transportasi Provinsi Bali, No. 

61/10/51/Th.VII, 1 Oktober 2020 

No. Variabel Skenario 1*) Skenario 2**)
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4. Kegunaan 
waktu (time 
utility) 

 

5. Kebutuhan 
sumberdaya 
(resources 
needed) 

 

6. Manajemen 
pembangunan 

Short term (saat ini) dan 
berlanjut pada long term. 

 

 
Implementasi protokol 
kesehatan di seluruh obyek 
wisata serta sarana 
penunjang wisata. Produk 
wisata sesuai dengan selera 
wisatawan domestik. 

Pemerintah Provinsi Bali 
secara intens 
mensosialisasikan protokol 
kesehatan dan percepatan 
sertifikasi kesehatan tempat 
wisata. Selain itu tetap 
menghimbau masyarakat 
agartetap disiplin 
melakukan protokol 
kesehatan sehingga 
memberikan rasa aman dan 
nyaman bagi wisatawan. 
Selanjutnya dilakukan 
berbagai kebijakan promosi 
dengan target wisatawan 

Diawali ketika 
penerbangan internasional 
mulai dibuka dan tidak 
ada travel warning dan 
untuk long term. 

Produk wisata inovatif 
dan sesuai selera 
wisatawan mancanegara, 
termasuk standar 
kesehatan. 

 
Pemerintah dapat 
memberikan insentif 
melalui VISA gratis atau 
insentif lainnya bagi 
wisatawan mancanegara. 
Promosi tentang wisata 
sehat dilakukan 
keberbagai negara. 
Pemerintah juga perlu 
secaradisiplin melakukan 
monitoring implementasi 
protokol kesehatan. 

  domestik.  

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2020 

*) Skenario 1 adalah recovery pariwisata dengan pangsa pasar wisatawan domestik. 

**) Skenario 2 adalah recovery pariwisata dengan pangsa pasar wisatawan mancanegara. 

 

Upaya recovery pariwisata Bali akibat terdampak pandemi Co- 

vid-19 tentu tidak dapat dilakukan dengan cepat, karena akan ber- 

kaitan dengan kondisi masyarakat di daerah atau negara lainnya. 

Oleh karena itu, perlu upaya yang bersifat short term maupun long 

term sebagai langkah nyata recovery di era new normal. Secara lebih 

spesifik, Gambar 8 menampilkan rekomendasi kebijakan bagi peme- 

rintah baik kebijakan short term maupun long term.113
 

 

 

 

113Short term adalah kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam waktu relatif 

singkat (maksimal satu tahun), sedangkan long term adalah kebijakan yang diim- 

plementasikan untuk orientasi jangka panjang. 
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Gambar 8. Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali 

untuk Recovery Pariwisata Bali 

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2020 

 

Pelaku usaha pariwisata tentu saja juga berperan penting dan me- 

rupakan ujung tombak recovery pariwisata Bali. Gambar 8 menyaji- 

kan rekomendasi actions bagi pelaku usaha pariwisata demi terwu- 

judnya recovery pariwisata Bali. 

 
Gambar 9. Rekomendasi Actions Pelaku Usaha Pariwisata 

untuk Recovery Usaha Wisata 

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2020 
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Sinergi seluruh stakeholders pariwisata Bali bersama masyarakat 

sangatlah penting dalam upaya recovery pariwisata Bali. Bagaimana- 

pun juga, image yang timbul atas kondisi pariwisata Bali akan sangat 

menentukan minat wisatawan untuk berwisata ke Bali. Apalagi kon- 

disi pandemi Covid-19 disinyalir masih akan berlangsung lama, 

meskipun diyakini berangsur membaik, namun pariwisata yang 

mengusung konsep cleanliness, health, and safety perlu tetap dilaksa- 

nakan secara konsisten sehingga recovery ekonomi dapat seimbang 

dengan pemenuhan standar kesehatan. 

 
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian Bali mengalami 

kontraksi pada semester pertama tahun 2020 sebagai dampak pem- 

batasan kegiatan pariwisata yang merupakan sektor utama penopang 

perekonomian Bali. Dampak pandemi Covid-19 pada sektor pari- 

wisata di Bali selain menurunkan pendapatan masyarakat, juga 

menurunkan perolehan devisa dan pajak, membuat banyak tenaga 

kerja dirumahkan bahkan di-PHK, serta mengancam keberlanjutan 

usaha pariwisata maupun industri penunjang pariwisata. 

Pemerintah Provinsi Bali juga telah membentuk Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Covid-19 hingga tingkat Desa dan Desa 

Adat, sebagaimana instruksi Pemerintah Pusat.Kebijakan realokasi 

anggaran tahun 2020 difokuskan dan direalokasi untuk penanganan 

bidang kesehatan terkait Covid-19, penanganan bidang ekonomi 

yang terdampak Covid-19, serta pemberian Jaring Pengaman Sosial. 

Pemerintah Pusat juga telah melakukan kebijakan bagirecovery 

pariwisata pada sepuluh destinasi utama, termasuk Bali, meskipun 

untuk sementara waktu kegiatan wisata hanya ditujukan bagi wisata- 

wan domestik. Pemerintah (khususnya Pemerintah Provinsi Bali dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali) serta pelaku usaha pariwisata 

direkomendasikan mulai melakukan upaya recovery pariwisata, baik 

melakukan upaya yang sifatnya short term maupun long term. Upaya 

pemerintah terutama pada pemantapan penyusunan rencana reco 
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very dengan melibatkan unsur adat dan pelaku usaha sehingga ter- 

jadi penyamaan persepsi. Selanjutnya pemerintah juga perlu meli- 

batkan Desa Adat dan unsur-unsur kearifan lokal lainnya sebagai 

motor penggerak sekaligus pengawasan kegiatan wisata di daerahnya 

masing-masing. Sedangkan bagi para pelaku usaha direkomendasi- 

kan untuk melakukan intensifikasi dan modifikasi usaha pariwisata 

agar sesuai dengan selera wisatawan lokal dan domestik, karena da- 

lam jangka pendek, pariwisata Bali baru akan dibuka bagi pangsa 

pasar lokal dan domestik. Selanjutnya diperlukan juga kerjasama se- 

luruh stakeholders pariwisata dan masyarakat agar dapat membentuk 

suatu brand image alternatif pariwisata Bali yang mengusung konsep 

cleanliness, health, and safety. 
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